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BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR : 6 Tahun 2010

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA
DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI

NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

d.

1.

KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUFATI ACEH SINCKIL

bahwa untuk meningkat. kinerja dan motivasi kerja Pegawai
Negeri Sipil Daerah perlu ditunjang dengan peningkatan
kesejahteraan pegawai dengan memberikan tambahan penghasilan
berdasaixan pertimbangan yang objekif sesuai kemampuan
keuangan daerah sebagai perangsang agar pelaksanaan pelayaan
kepaaa masyarakat dapat dilaksanakan secara profesional dan
bertanggung jawab.

bahwa sesuai pasal 39 Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 59
tahun 2007 untuk meningkatkan tambahan penghasilan Pengawai
Negeri Sipil Daerah dapat diberikan berdasarkan beban kerja.
tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja,
dan pertimbangan objektif lainnya. .
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf (a) dan huruf (b) diatas, Pemberian Tambahan Penghasilen
untuk PNSD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh

Singkil perlu ditetapkan dalam Peraturan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Pemerintah Aceh dan Perubahan Pembentuian
Peraturan Sumatera Utara (Lembaran' Negara Republik Indonesia
1956 No. 68 Tambahan Lembaran Negara No. 1092);

2. Undang-Undang... \/.......
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2. Urdang-undang No. 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan
kabupaten Aceh Singkil: (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3827).

3. Undang-Uncang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
i Negara (Lembaran Negara Republik 1ndonesjia Tahun 2004

@ Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312):

5. Undzang-undang Nomaer 12 Tahin 2004 fontang Bemerieaen
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lemoarar
Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4400):

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah kedha kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenteng

S, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsei

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republi:

Indonesia Nomor 4584):

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangal
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daera!
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahal
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomc

26: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomc
4438); |

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stand
Akuntansi Pemerintahan (Lembarap Negara Republik Indones

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republ:
Indonesia Nomor 4503):

10. Peraturan Pemerintah .\’,



10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4547):

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistemn
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576):

12. Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

& Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

14. Peraturan Menteri Dalam Negeii Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusynan Laporan Pertanggung-
jawaban Bendahara serta Penyampaiannya

15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang

&y Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil:

16. Qanun Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan
Eelanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun /Anggaran 2010

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PRESTAS! KERJA DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL E

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adaiah Kabupaten Aceh Singkil:

2 Pemerintah Daerah




r2

- - P
" : e vou o . . s o
Pl R XN S N4

. : < 5
™ S T—
Tamaamimean madmalh) Aue el gy, Rl L0
SETRSITET aembiaw, s aveswier 2R

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan  pemerintah
daerah:

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
SKPD adalah Dinas/Badan/Lembaga perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang:

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD
adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pembayaran gajinya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
bekerja dalam lingkungan pemerintah daerah;

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja selanjutnya
disingkat TPBPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan
sebagai insentif atau perangsang kepada pejabat struktural dan
fungsional. dan PNSD dilingkungan Pemerintah Daerah untuk
mewujudkan disiplin kerja dan pencapaian kinerja dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
selanjutnya disingkat TPBPOL adalah tambahan penghasilan yang
diberikan sebagai peningkatan kesejahteraan secara umum dalam
bentuk uang makan dan megang PNSD dan Calon PNSD

dilingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan disiplin kerja
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

Kinerja adalah hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah
dicapai oleh PNSD dalam masa kerja dengan kuantitas dan kualitas
yang dapat diukur; ,

Masa kerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal pertama
dan dengan akhir bulan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi untuk pencapaian kinerja 3eHingga dapat dinilai untuk
pemberian TPBPK;

/

10. Absensi adalah {S

’.



10.

11.

k2.

13,

14.

15.

(1)

Ahsensi adalah catatan harian tentang kehadiran, mininggalkan
tugas dan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan dinas lainnya selama
hari kerja dalam satu masa kerja untuk mengukur kedisiplinan PNSD
dan CPNSD sehingga dapat dinilai untuk pemberian TPBPK dan
TPBPOL;

Hari Kerja adalah jam efektif pelaksanaan tugas pada hari kerja
untuk memberikan pelayanan publik dan pelayanar aparatur sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

Pejabat Penilai adalah atasan langsung vang menduduki iabatan
eselonering pada bidangnya masing-masing atau pejabat yang
ditunjuk untuk memberikan penilaian capaian kinerja:

Tidak hadir dalam hari kerja PNSD dan/atau CPNSD yang tidak
masuk kantor tanpa keterangan pada hari kerja, sakit tidak disertai
surat keterangan dari dokter, izin t'anpa persetujuan atasan
langsung, melakukan perjalanan dinas tanpa surat perintah dari
pejabat berwenang.

Terlambat datang adalah tidak mengikuti apel pagi dan terlambat
mengisi absen pada hari kerja, |

Pulang cepat adalah tidak ikut apel sore sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan tanpa izin dari atasan langsung:

. Meninggalkan tugas selama jam kerja adalah meninggalkan

lingkungan -<antor lebih dari 1 (satu) jam sehari tanpa izin dari
atasan langsung apabila melebihi 2 (dua) kali dalam seminggu
atasan langsung dapat membuat surat tegoran:

. 1zin tidak masuk kerja adalah izin yang hanya diberikan oleh atasan

langsung atas dasar permohonan tertulis yang diajukan PNSD dan
CPNSD untuk keperluan yang penting dan mendesak dalam jangka
waktu tertentu sesuai dengan penilaian atasan langsung.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPBPK dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan

PNSD sehingga dapat meningkat kinerja dan disiplin dalam

melaksanakan tugas pemerintah daerah setiap hari kerja.

(2) Pemberian TPBPOL ...1.......



(2) Pemberian TPBPOL dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan
PNSD dan CPNSD sehingge dapat meningkat disiplin dalam

melaksanakan tugas pemerintah daerah setiap hari kerja

(3) Tujuan Pemberian TPRPK dan TPBPOL adalah untuk meningkatkan
motivasi kerja PNSD dan CPNSD dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dalam rangka pencapaian kinerja.

BAB Il

PEMBERIAN DAN PERHITUNGAN TPBPK DAN TPBPOL

Pasal 3

(1) Pemberian TPBPK dan TPBPOL dilakukan sesuai dengan tingkat
kemampuan Keuangan daerah.

(2) TPBPK diberikan kepada PNSD yang namanya tercantum dalam
daftar gaji dalam masa kerja tertentu.

(3) TPBPOL diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang namanya
tercantum dalam daftar gaji dalam masa kerja tertentu yang
‘melaksanakan tugas jam kerja efektif m{u1ai 08.00 sampai dengan
16.45 Wib.

(4) TPBPOL tidak diberikan kepada :

a. Pengawas Sekolah

b. Tenaga Fungsional Guru
c. Para Medis

d. Medis Lainnya

e. PNSD yang mengkuti Diklat melampaui satu masa kerja.

Pasal 4
(1) PNSD pindahan dari daerah lain pemberian TPBPK dan TPBPOL
sejak namanya tercantum dalam daftar gaji. apabila dalam tahun
berjalan namanya oelum tercantum dalam daftar gaji tidak
diberikan TPBPK dan TPBPOL.
(2) PNSD Titipan dari luar duerah ke Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil pemberian TPBPK dan TPBPOL terhitung mulai bertugas

berdasarkan absensi dalam satu masa.kerja.

(3) PNSD yang ..}
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(3) PNSD  yang mengikuti

pendidikan dan pelatinan

(DIKLAT)

melampui satu masa kerja TPBPK diberikan dengan dilakukan

pengurangan cebesar 50 % tanpa me

elemen kinerja

(4) PNSD yang mendapat cuti tahunan dan
TPBPOL denga

kerja dapat diberikan TPBPK dan

pengurangan sebesar 50 % tanpa melihat e

elemen kinerja.

Pasal 5

(1) TPBPK diberikan kepada PNSD sesual dengan
ditunjuk/ditetapkan dengan Keputusan Bup

pembayaran adalah sebagai berikut :
a. Pejabat Eselon |1/a sebesar
b. Pejabat Eseloan lI/b sebeser Rp. 3

c. Pejabat Eselon lll/a sebesar Rp. 2
d. Pejabat Eselon lll/b sebesar Rp. ]
e. Pejabat Eselen I\V/a setesar Rp. 1
f  Pejabat Eselon IV/b sebesar Rp-
g. Pejabat Ecelon V/a sebesar Rp.
h, Pegawas sexolah sebesar  Rp.
. Guru Golongan IV sebesar  Rp.
j.  Guru Golongan |1l sebesar Rp.
k. Guru Golongan il sebesar  Rp.
|. Fungsional lainnya sebesar  Rp.
m. Dokter sebesar Rp. |
n. Dokter Spesialis Rp. 2
o. Para Medis sebesar Rp.
p. Medis Lainnya sebesar Rp.
q. Auditor sebear Rp. 1
r.  Staf Umum sebesar Rp.

.000.000.-
.000.000.-
.500.000.-
.000.000.-
750.000.-
650.000.-
850.000.-
650.000,-
600.000.-
550.000.-
500.000.-
.250.000.-
.000.000.-
600.000.-
500.000.-
.500.000.-
500.000.-

ati,

lihat elemen disiplin dan

tidak melampaui satu masa
n dilakukan

lemen disiplin dan

jabatannya yang

Batas maksimal

Rp. 3.500.000.- per bulan

per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per bulan

per bulan

(2) Hitungan besaran TPBPK kepada PNSD atas dasar penilaian Elemen

Disiplin  Kerja dan Elemen pencap

sian Kinerja dengan

bobot

masing-masing yaitu Elemen Disiplin "kerja sebesar 60 %

Elemen Pencapaian Kinerja sebesar 40

%.

dan

Pasal 6%
\y

7
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(1) Hitungan TPBPOL diberikan kepada PNSD dan CPNSD atas dasar
penilaian disiplin kerja dalam satu masa kerja berdasarkan absensi
hari kerja yang direkap oleh Pejebat yang menangani kepegawaian
dan ditandatangani olen Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Hitungan besaran pembayaran TPBPOL yang diberikan kepada
setiap PNSD dan CPNSD adalah untuk uang makan maksimal
cebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari dan untuk
uang megang maksimal sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
cekali megang dan hanya diberikan untuk 2 (dua) kali megang

dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV
PENILAIAN PEMBAYARAN TPBPK

Pasal 7

(1) Penilaian elemen disiplin dilakukan oleh Kepala SKPD atau pejabat
yang ditunjuk berdasarkan absensi pada satu masa kerja' yang telah
direkap oleh pejabat yang menangani kebegawaian.

(2) Robot penilaian disiplin akan dikurangi apabila PNSD vyang
bersangkutan :

o Terlambat datang dikurangi 2 % untuk setiap kalinye.

b. Pulang Cepat dikurangi 2 % untuk setiap kalinya.

¢. Tanpa Keterangan 5 0/ untuk setiap kalinya.

d. Meninggalkan tugas selama jam kerja tanpa izin 5 % untuk
setiap kali tegoran

(3) format rekap absensi dan penilaian elemen disiplin sebagaimana
tercantum dalam lampiran | dan |l Peraturan ini

(4) Penilaian Elemen Pencapaian Kinerja dilakukan oleh atasan
langsung PNSD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
dengan menggunakan unsur penilaian yaitu :

a. Pemahaman Tupoksi;
b. Inovasi;

¢. Kecepatan Kerja:

d. Keakuratan Kerja:

e. Kerjasama:.~

(5) Bobot Penilaian..k.....
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(5) Bobet penilaian pencapaian kinerja PNSD adalah :

a. Sangat Baik dengan nilai 91 s.d 100 totai bobotnya 40 %
b. Baik dengan nilai 76 s.d 90 total bobotnya 30 %

c. Sedang dengan nilai 51 ..d 75 total bobotnya 20 %

d. Kurang Baik dengan nilai 10 s.d 50 total bobotnya 5 %

(6) Format Penilaian elemen pencapaian kinerja sebagaimana

tercantum dalam lampiran [l Peraturan ini.

Pasal 8

Atasan langsung sebagai pejabat penilai PNSD sebagaimana dimaksud

pasal 4 ayat (2) diatas adalah sebagai berikut :

=

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah pejabat penilai
bagi para Asisten. Sekretaris Dewan, Ke'pala Dinas. Kepala Badan
dan Kepala Kantor di lingkungan pemeriniah Daerah:

Asisten Tata Praja adalah Pejabat Penilai bagi Kepala Bagian yang
dibawahinya dan para Camat dilingkungan Pemerintah Daerah;
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah pejabat
penilai bagi bagi Kepala Bagian yang diba;wahinya:

Asisten Administrasi dan Pembinaan Aparatur Daerah adalah
pejabat penilai bagi bagi Kepala Bagian yang dibawahinya

Kepala SKPD adalah pejabat penilai bagi sekretaris SKPD. Kepala
Bidang, kepala cébang dan kepala UPTD dilingkungan instansi yang
bersangkutan. khusus kepala dinas pendidikan menjadi penilai
kepala sekolah SMP, SMA. Pengawas dan penilik dan kepala dinas
kesehatan menjadi penilai kepala Puskesmas:

Sekretaris SKPD, Kepala Bagian, Kepala Bidang SKPD adalah pejabat
penilai bagi PNSD pada bagian dan bidangnya masing dilingkungan
instansi yang bersangkutan:

Kepala cabang Dinas Pendidikan adalah pejabat penilai bagi kepala
sekolah SD dan Tarnan Kanak-Kanak;

Kepala Sekolah adalah pejabat penilai bagi PNSD dilingkungan
sekolah yang bersangkutan:

Kepala Puskesmas adalah pejabat penilai bagi PNSD dilingkungan

puskesmas yang bersangkutan

BAB V Pembayaran ...&/...



BABV
PEMBAYARAN TPBPK DAN TPBPOL

Pasal 9

(1) Pejabat yang menangani urusan kepegawaian di setiap SKPD
membuat rekap penilaian dan pembayaran TPBPK berdasarkan
hasil penilaian dari elemen disiplin dan elemen pencapaian kenerja
yang disampaikan oleh masing-masing atasan langsung PNSD. "

(2) Format rekap Penilaian dan pembayaran TPBPK sebagaimana
tercantum d-lam lampiran |V Peraturan ini.

(3) Hasil rekap penilaian beserta hasil Penilaian PNSD dari atasan

langsung disampaikan kepada SKPD untuk mendapat pengesahan.

Pasal 10 '

(1) Pejabat yang menangani urusan kepegawaian di setiap SKPD
membuat rekap Perhitungan pembayaran TPBOL PNSD dan CPNSD
dan menyampaikan kepada Kepala untuk mendapat pengesahan.

(2) Daftar Perhitungan TPBPOL pembayaran uang makan kepada
PNSD dan CPNSD sebagéimana tercantum dalam lampiran V

Peraturan ini.

Pasal 11
(1) Kepala SKPD dapat mengajukan permintaan pembayaran TPBPK
dan TPBPGOL ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
(2) Tehnis pengajuan pembayaran TPBPK dan TPBPOL diatur dengan
Surat Edaran Kepala Cin.s Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Daerah.

Pasal 12 _

(1) Kepala SKPD dapat melakukan pengurangan Pembayéran TPBPK
PNSD dengan menggunakan elemen disiplin dan elemen kinerja
dalam melakukan perhitungan

(2) Pengurangan Pembayaran TPBPOL dilakukan dengan menggunakan
elemen disiplin dari absensi hari kerja yaitu tidak hadir, dinas luar

dan izin tidak masuk kerja.

Pasal 13...1..,.....




Pasal 13

pembayaran TPBPK DAN TPBPOL kepada PNSD dan CPNSD
sepenuhnya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.

BAB VI
PENGHENTIAN TPBPK dan TPBPOL
Pasal 13

Penghentian atau tidak diberikan TPBPK dan TPBPOL apabila
Menjalani cuti diluar tanggung jawab negara
Menjalani cuti Besar

Menjalani cuti bersalin

15

2

3

4. Mengikuti tugas belajaryang bersifat akademik

5. Menjalani bebas tugas

¢, PNSD vang ditugaskan ke Instansi/lembaga  diluar lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

7. PNSD titipan dari Kzbupaten Aceh Singkil ke luar daerah Kabupaten

! Aceh Singkil. |
| 8. PNSD yang sedang menjalani hukum terdapat tindak pidana yang

telat mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

O BAB VII
| KETENTUAN PENUTUP

5 ' Pasal 14

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 15

Peraturan ini mula berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut

e B A i

sejak tanggal 02 Januari 2010.

Agar setiap orang..\....-



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 19 April 2010
UPATI ACEH SINGKIL

%@M%ﬁw

MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil
Pada tanggal 19 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL .

A T

RIDWAN HASAN
Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2C10 Nomor Oé

3
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